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PUTUSAN
Nomor 1442/Pdt.G/2023/PA.Jepr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Talak antara:
PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jepara, 01 September 1979, agama
Islam, pekerjaan Bengkel Mobil, pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.01 Rw.05 Desa XXXXXXXX
Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Pemohon;
melawan
TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jepara, 26 Juli 1979, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.013 Rw. 03 Desa
XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, sebagai
Termohon;; Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengan keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan izin ikrar talak
tertanggal 16 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam register perkara
1442/Pdt.G/2023/PA.Jepr, tanggal 16 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon
pada tanggal 21 Oktober 2022 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama
Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor : XXXX Tertanggal 21 Oktober 2022.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal bersama di rumah Termohon. Selama pernikahan tersebut

Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami
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istri (ba’da dukhul), dan sudah di karuniai satu anak perempuan bernama
XXXXX, Lahir : Jepara, 20 Juli 2023, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan
: Belum Sekolah, dan sekarang dalam asuhan Termohon

3. Bahwa sejak pertengahan Bulan November 2022 ketentraman rumah
tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon
dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
penyebabnya antara lain :

a.) Termohon juga tidak mau di ajak bertempat tinggal bersama di

rumah Pemohon,sehingga dengan permasalahan tersebut antara

Pemohon dengan Termohon sering terjadi cek — cok secara terus

menerus dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara satu sama lain.

b.) karena Termohon kurang cukup dengan nafkah yang di berikan

oleh Pemohon kepada Termohon

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon tersebut terjadi pada awal Bulan Januari 2023, yang akibatnya
Pemohon pulang kerumah Pemohon sendiri hingga sekarang, sehingga
antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 7 bulan,
selain itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban
masing-masing sebagai suami istri.

5. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah
tidak sangguplagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena
dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil - dalil permohonan tersebut di atas,
Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara agar menerima,
memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1.Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Jepara ;
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2.-----—--- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;
SUBSIDER:
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian dibacakan surat
Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap
mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian
dibacakan surat Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon dalam
persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon Nomor XXXX,
yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 13-02-
2020, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan
ternyata cocok (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh KUA
XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 21
Oktober 2022, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat
aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Pemohon Nomor XXXX, yang
dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 10-09-2019,
yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata
cocok (bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti dua
orang saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan
Termohon untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. XXX, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT 02 RW
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05 Kelurahan Panggang Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, setelah
mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa sebagai saudara (adik) Pemohon, saksi mengetahui
Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya
tinggal bersama di rumah Termohon;

- Bahwa sejak Bulan November 2022 antara Pemohon dengan
Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon juga tidak mau
di ajak bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon
kurang cukup dengan nafkah yang di berikan oleh Pemohon kepada;

- Bahwa sejak Bulan Januari 2023 antara Pemohon dengan
Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan
kediaman bersama;

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak
pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan
akan tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT 40 RW 07 Desa
XX Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara, setelah mengangkat sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai supir rental Pemohon, saksi mengetahui
Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya
tinggal bersama di rumah Termohon;

- Bahwa sejak Bulan November 2022 antara Pemohon dengan
Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon juga tidak mau
di ajak bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon
kurang cukup dengan nafkah yang di berikan oleh Pemohon kepada;

- Bahwa sejak Bulan Januari 2023 antara Pemohon dengan
Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan

kediaman bersama,;
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- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak
pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan
akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan
mohon agar Permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya
telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk
mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut
yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan
Termohon tinggal di Rt.013 Rw. 03 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX
Kabupaten Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah
wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan
Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga Permohonan
Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi
Kutipan Akta Nikah yang telah dibububhi materai yang cukup dan telah
dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa
antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang
pernikahannya dicatatkan di KUA XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi
Jawa Tengah, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur
dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan
alasan sejak bulan November 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon juga tidak
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mau di ajak bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon
kurang cukup dengan nafkah yang di berikan oleh Pemohon kepada Termohon
dan sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat
tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Jepara telah berjalan selama 7 bulan, Pemohon pergi meninggalkan kediaman
bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut
berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa
ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu
Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini
dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR dan
sesuai pula dengan dalil syar’i:

ad 5>V plls 969 s pld graluwall PS5 Yo pSI> Al (025 o
Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia

dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-

an Il : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam
persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud
Pasal 130 HIR Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor
1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untuk
memastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk
mencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakim menilai
Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohon
telah mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat
dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi karena
telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya,
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ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1, P.2 dan P.3 secara
formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang
rumah tangga Pemohon dan Termohon vyaitu sejak bulan November 2022
antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan dan sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon
dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan
kediaman bersama, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul
kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian
antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima
sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi
sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil
Permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka
ditemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan
Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 21 Oktober 2022 yang dicatatkan di KUA XXXXXXXX Kabupaten
Jepara Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah
hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang
anak;

- Bahwa sejak bulan November 2022 antara Pemohon dan Termohon
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon
juga tidak mau di ajak bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon dan
Termohon kurang cukup dengan nafkah yang di berikan oleh Pemohon
kepada Termohon;

- Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dengan Termohon
telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman
bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 1442/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jepara sudah berlangsung selama 7 bulan dan sejak pisah tempat
tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ditemukan
fakta-fakta hukum di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan
Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 21 Oktober 2022 yang dicatatkan di KUA XXXXXXXX Kabupaten
Jepara Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah
dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak bulan November 2022 antara Pemohon dan Termohon
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus
yang disebabkan Termohon juga tidak mau di ajak bertempat tinggal
bersama di rumah Pemohon dan Termohon kurang cukup dengan nafkah
yang di berikan oleh Pemohon kepada Termohon dan sejak bulan Januari
2023 keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pergi
meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 7
bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara
Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 7 bulan, Pemohon pergi
meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul
dan hidup rukun kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara
Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang
bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam
rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-
betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah
pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah
wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman
Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-unudang Nomor
1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak
bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan
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lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya

perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah

Fighiyah:

tllosll cds (e pardio dwlaoll sl

Artinya : “Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap
kebaikan”

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi
dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak
ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon
dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka Permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat
dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan
selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan
maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar
talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon,
adalah talak satu raj’i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun
2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka
semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
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1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Jepara;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 430.000,00 ( empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis yang
dilangsungkan pada Senin tanggal 04 September 2023 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijrivah. Oleh kami Drs. Ali Sofwan sebagai
Ketua Majelis, dan Drs. Mahsun serta Ayeb Soleh, S.H.I masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijrivah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chamidah. S.Ag., M.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Mahsun Drs. Ali Sofwan

Hakim Anggota, Panitera Pengganti,
Ayeb Soleh, S.H.I Chamidah. S.Ag., M.H.

Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
Biaya Proses : Rp 75.000,-
Biaya Pemanggilan dan PNBP : Rp 305.000,-
Biaya Redaksi : Rp 10.000,-
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Biaya Materai . Rp 10.000,-
Jumlah : Rp 430.000,-
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